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PEHUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH é

TAHUN  ANGGARAN ‘2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

a. bahwa dengan adanya penambahan atau pengurangan

-Anggaran Pendapatan = dan Belanja Daerah ' yang
- ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2001 tentang Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah,

~ maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah ;

bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan B8elanja

.Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Ll

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 1ingkup
Propinsi Jawa Timur ;- :

Undang-Undang meor 18 Tahun. 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara .Tahun
1997 Nomor 41, . Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 )

sebagaimana d1ubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun

2000 ;

1

. Undang-undang_ Nomor 21 Tahun 1997 tentang-' Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688 ) sebagaimana diubah dengan Undang- undang
Nomor 20 Tahun 2000 ; ' _

Undang-undang Nomor - 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ; - ' ' o

Undang-undang ~ Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

%;_Daerah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54,

"Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 ) jo Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ;

Peraturan Pemerintah: Nomor 20 Tahun 1997 tentang
- Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997  Nomor

55, Tambahan Lembaran Negara ~Nomor 36892 ) - jo

' Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ;



" Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 19387 tentang .
- Pajak - Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Lembaran
" Negara Tahun 1837 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3683 ) ;

'Peraturan Pemér1ntéh Nomor 16 Tahun 2000 tehtaﬁg
- Pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi. dan Bangunan

'f_antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

10.

11.
12.
13,

14,

15.

.16,

17.

18.

19,
- -tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Peraturan Pemer1ntah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Per1mbangan - -

Peraturan Pemer1ntah nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan ~dan. Pertanggung ' jawaban Keuangan

- Daerah ;:

Pefaturan 'Pemerintah'Nomor 109xTahun 2000 teﬁtang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepalsa
Daerah ; = . . o

Peraturan- Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang‘
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah ;

Peraturan ' Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang -
Pembagian hasil Penerimaan Pajak Penghasilan orang
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak. Penghasilan Pasal 21 -

.antara Pemer1ntah Pusat dan Daerah :

'Keputusan Pre51den RI Nomor 181 Tahun 2000 tentang

Dana - Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001 ; | .

Instruksi Presiden. Nomor 16 Tahun 1939, teﬁtang
Persiapan-persiapan Perubahan Tahun Anggaran :dari

‘tahun fiskal menjadi tahun takwim ;

Peraturan - Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975
‘tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran
~ Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan  Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah S
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun ;1978
tentang Penerimaan Sumbangan P1hak Ketiga kepada
Daerah ; - . !

Peraturah' Mehteri-balam Negeri Nomor 2 Tahun 1994

- Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan’
- Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun. 1996 ; :

20,

29,

- Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun - 1997

" tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gant1
~ Rugi Keuangan Barang Daerah

-Peraturan "Menteri Dalam Neger1 Nomor 32 Tahun 11898

tentang Pelaksanaan. Pengelolaan Barang milik



B Memoerhétikén
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.22, Peraturén Menteri Dalam. Negeri'ﬂan Otonomi Daerah

Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Daerah-
-pada pihak ketiga Vo !

23, Keputusan Menteri Da1am Negeri Nomor 570-360 tangga1

28 Oktcber 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran
' Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran : :

"24. Keputusan Menteri Dalam Negeri.Nomor.94 Tahun 1984:

tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran
- . Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran
_ Pendapatan dan Belanja Negara ;,j- ¢

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah
- Nomor. 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan
" Barang Daerah 3 ’. - ' '

26, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun‘ 1999

~ tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan-
" Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 P v

f27.'Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahuh

. 2001 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah_
Tahun Anggaran 2001 ;

1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor'-"

. 903/2735/8J Tahun 2000 tentang Pedoman ~ Umum
" Penyusunhah Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah
Tahun Anggaran 2001 ; - . : ;

g 2.'Risalah Sidang sidang P1eno Dewan Perwakilan Rakyat

. 'Daerah - mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanija
'  Daerah Tahun Anggaran 2001, a

‘Dengan Persetujuan. Dewan Perwakiian Rakyat Daerah
Kabupaten Pacitan. - L

-~ MEM u T Uu-s KX A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN_.

2001, |
PéSa1 B

.(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran» 2001
semulsa - berijumlah = " Rp. 214.069.331.498,00
bertambah - sejumlah " Pp.. 12.322.009.223,62
sehingga . menjadi .~ Rp. 226.391.340.721.62

(2) Anggaran Belanja Daerah 'Tahun  Anggaran: 2001 -
semula - berjumlah Rp. 214.069.331.498,00
bertambah sejumlah Rp. - 12.322,009.223,62

sehingga meniadi . Rp. 226.391.340.221.62
dengan rincian sebagai berikut H -



e

-, a. Be1an]a Rutin -

sebelum pcrubahan . HRp. 153.066.186.181,00
Bertambah - S }_?w-‘Hp.., 5 785.954, 993 82"
Belanja. Rut1n‘,. L ‘ :
- setelah - . ‘perubahan . - Rp. 158 852 141, 174 62,
b, Belanja . - Pembangunan - N
- . sebelum perubahan ., _Rp. 61 003 145, 317 00
Bertambah : - e Rp. "6.,536.054, 230 00

(1)
"Daerah - dimaksud Pasal - 1 diatas, sebagaimana
_.Lamp1ran I- Peraturan Daerah 1n1j:_-j : : [

o2y

- . dimaksud pada Pasal- 1 ayat . (1): d1atas,. sebagaimana

i- Beiania - Pembangunanﬁ

. setelah _ perubshan - Rbf 57 539.199. 547 oo_]

b Pasa1 2 -__ - i

R1ngkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be1an]af

R1nc1an penambahan/pengurangan Anggaran Pendabatah

. Lampiran II Peraturan Daerah ini ;. ;

(3
3sebaga1mana Lamp1ran III Peraturan Daerah ini § -

()

(1)

: ﬁ(gj

Ly

;men]ad1 ' Rp. 5 601 407 676,00

R1nc1an penambahan/penguranganr Anggaran Beianja .
Rutin dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) d1atas.

_R1nC1an ipenambahan/pengurangan Anggaran Be1an]a‘

Pembangunan dimaksud pada Pasal 1.ayat (2) diatas,
sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

_ !
s Pasa1
Anggaran - P endapatan_; Bag1an _Urusan Kas; dan’
.. Perhitungan - Tahun - Anggaran =~ 2001 semula
berjumlah = Rp. 5.579.435.676,00 bertambah
sejumlah = Rp. 121.872.000,00 sehingga -

j
R1nc1an penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud

., pada  ayat. (1) pasal ini d1muat ~dalam Lamp1ran v
. Peraturan Daerah 1n1. o _ :

Pasa1 4ﬂ S

Anggaran Be1an]a Bag1an_ -Urusan Kas ; dan
. Perhitungan . Tahun  Anggaran . 2001 semula
. berjumlah - - Rp. K 5.579.435.676,00 - bertambah .
" sejumlah- - Rp. . 21.972.000,00 sehingga -

“'f;'lmen]ad1 Rp.\!5.601,40?.676.00_ -
(@)

Rincian -penambahan/pengurangan,Ebe1anja dimaksud

- . pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam

-, - Lampiran VI-Peraturan Daerah’'ini. . L

Lo

P A ]



pasal &

. B Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1,.Pasal 2. Pasal
. 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan’
- dari Peraturan Daerah ini. ' o T '

pasal 6

Peraturan Daerah : ini. mulai. berlaku sejak tanggal o
ditetapkan. C . - S, A

t e v
L4

~'Agar - supaya: setiap orang dapat - mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam tembaran Daerah. y

. .
oy . ]
: H

[

‘Ditetapkan di Pacitan y
- Pada tanggal - 27 September, 2001




